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Abstrak  

Penelitian ini mengkaji dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
terhadap keberlanjutan UMKM melalui literature review kualitatif deskriptif atas 26 artikel 
nasional dan internasional. Literatur yang dianalisis mencakup isu PPN, UMKM, daya beli, 
kepatuhan dan penghindaran pajak, digitalisasi administrasi perpajakan, serta keberlanjutan 
usaha. Data diperoleh melalui telaah dokumen dan dianalisis dengan reduksi data, 
kategorisasi tema, sintesis, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kenaikan PPN berdampak multidimensional, meliputi kenaikan biaya produksi, harga jual, 
penurunan daya beli, omzet, laba, serta peningkatan beban administrasi. UMKM menghadapi 
tekanan pasar dan administratif, sehingga keberlanjutan ditentukan oleh kemampuan 
adaptasi terhadap regulasi, administrasi pajak, dan perilaku konsumen. 

 
Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, UMKM, keberlanjutan usaha, kenaikan tarif PPN 
 

 

Abstract 

This study examines the impact of the Value Added Tax (VAT) rate increase on the 
sustainability of MSMEs through a descriptive qualitative literature review of 26 national and 
international articles. The literature analyzed covers issues of VAT, MSMEs, purchasing power, 
tax compliance and avoidance, digitalization of tax administration, and business sustainability. 
Data were obtained through document review and analyzed through data reduction, theme 
categorization, synthesis, and conclusion drawing. The results show that the VAT increase has a 
multidimensional impact, including increased production costs, selling prices, decreased 
purchasing power, turnover, profits, and increased administrative burdens. MSMEs face market 
and administrative pressures, so sustainability is determined by the ability to adapt to regulations, 
tax administration, and consumer behavior. 
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PENDAHULUAN  
 

Peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu isu kebijakan 
fiskal yang penting untuk dikaji karena kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan 
penerimaan negara, tetapi juga berhubungan langsung dengan harga barang dan jasa, daya 
beli masyarakat, perilaku konsumsi, serta keberlanjutan pelaku usaha. Dalam literatur 
terdahulu, PPN dipahami sebagai instrumen fiskal yang memiliki peran strategis dalam 
menopang penerimaan negara, terutama dalam konteks reformasi perpajakan dan penguatan 
kapasitas fiskal nasional. (Aryani & Tambunan, 2022) menjelaskan bahwa perubahan tarif 
PPN merupakan bagian dari formulasi kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk 
memperkuat penerimaan negara dan memulihkan perekonomian. (Agasie & Zubaedah, 2022) 
juga menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN memiliki urgensi berdasarkan asas kepentingan 
nasional, meskipun kebijakan tersebut tetap menimbulkan pro dan kontra karena beban 
akhirnya dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen akhir. Namun, kenaikan tarif 
PPN tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan peningkatan penerimaan negara, sebab 
kebijakan pajak konsumsi dapat menimbulkan konsekuensi terhadap kelompok ekonomi 
yang rentan.  

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu kelompok yang perlu 
mendapat perhatian karena memiliki keterbatasan modal, literasi pajak, kemampuan 
administrasi, sumber daya manusia, dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan regulasi. 
(Nasution & Japina, 2025) menunjukkan bahwa pemberlakuan PPN 12% menghadirkan 
tantangan signifikan bagi UMKM karena kenaikan biaya produksi dan persaingan 
mendorong kebutuhan transformasi digital serta inovasi agar usaha tetap kompetitif. (Nailis 
Surooya & Furqon, 2025) juga menegaskan bahwa peningkatan tarif PPN dapat menaikkan 
biaya produksi, menurunkan daya saing produk, dan dalam jangka panjang menghambat 
pertumbuhan serta keberlangsungan UMKM. Oleh karena itu, penelitian berjudul Konstruksi 
Multidimensional Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap 
Keberlanjutan UMKM: Studi Literatur penting dilakukan untuk memahami bagaimana 
literatur terdahulu membangun pemahaman tentang hubungan antara kenaikan tarif PPN 
dan keberlanjutan UMKM secara lebih sistematis. 

Masalah utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah bahwa dampak 
peningkatan tarif PPN terhadap UMKM tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensional 
dan saling berkaitan. Literatur terdahulu menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat 
memengaruhi UMKM melalui jalur langsung dan tidak langsung. Jalur langsung terlihat dari 
meningkatnya harga bahan baku, biaya operasional, harga jual, beban administrasi, dan 
tekanan terhadap margin keuntungan. Jalur tidak langsung terjadi melalui penurunan daya 
beli masyarakat, perubahan perilaku konsumsi, dan pergeseran permintaan terhadap produk 
UMKM. (Difa Fadilah et al., 2024; Hikmayani Subur & Wahyu Muh Syata, 2024; Kharisma et 
al., 2023; Rita & Astuti, 2023) menunjukkan bahwa kenaikan PPN berkaitan dengan kenaikan 
harga, inflasi, penurunan daya beli, dan peningkatan beban pengeluaran masyarakat. 

(Fentiana Alfitriyeni & Vaulana Rhodhiska Wulandari, 2025; Hajatina & Uswatun 
Hasanah, 2024; Lamsah, 2025; Purnama Sari et al., 2025) memperluas pembahasan tersebut 
dengan menunjukkan bahwa dampak PPN juga berkaitan dengan perubahan konsumsi, 
kesejahteraan masyarakat, kerentanan daerah, dan stabilitas ekonomi. (Lini Feburinta et al., 
2025) menjelaskan bahwa kenaikan PPN 12% dapat menekan daya beli masyarakat, terutama 
kelompok menengah ke bawah, serta mendorong penurunan konsumsi barang non-esensial. 
(Hasan et al., 2026) bahkan menunjukkan bahwa kenaikan PPN dapat menyebabkan rumah 
tangga mengubah pola konsumsi, melakukan realokasi anggaran ke kebutuhan pokok, serta 
berdampak pada penurunan pelanggan, nilai transaksi, dan volume penjualan UMKM. 
Dengan demikian, keberlanjutan UMKM perlu dibaca melalui hubungan berantai antara 



 

189 
 

kenaikan tarif PPN, kenaikan harga, penurunan daya beli, perubahan perilaku konsumen, 
penurunan omzet, tekanan laba, dan strategi adaptasi usaha. 

Alasan pentingnya penelitian ini dilakukan terletak pada kebutuhan untuk menyusun 
pemahaman yang lebih integratif terhadap dampak peningkatan tarif PPN terhadap UMKM. 
Penelitian terdahulu telah membahas berbagai sisi dampak PPN, tetapi sebagian besar masih 
terpisah ke dalam beberapa kelompok kajian. (Agasie & Zubaedah, 2022; Aryani & Tambunan, 
2022; Maulana Khisby et al., 2025) lebih banyak menekankan aspek formulasi kebijakan, 
reformasi fiskal, dan kepentingan penerimaan negara. (Difa Fadilah et al., 2024; Fentiana 
Alfitriyeni & Vaulana Rhodhiska Wulandari, 2025; Hajatina & Uswatun Hasanah, 2024; 
Hikmayani Subur & Wahyu Muh Syata, 2024; Kharisma et al., 2023; Lamsah, 2025; Purnama 
Sari et al., 2025; Rita & Astuti, 2023) lebih banyak membahas dampak kenaikan PPN terhadap 
inflasi, daya beli, kesejahteraan, konsumsi, kemiskinan, dan stabilitas ekonomi. Sementara itu, 
(Armono et al., 2025; Dauk et al., 2025; Hanasi et al., 2026; Kodu et al., 2024; Nailis Surooya & 
Furqon, 2025; Nasution & Japina, 2025; Patricia Lodang Manuk et al., 2026; Wulandari & 
Furqon, 2025) memberikan hubungan yang lebih dekat dengan UMKM melalui pembahasan 
biaya produksi, daya saing, Coretax, e-faktur, transformasi digital, kepatuhan pajak, resistensi 
UMKM, dan perlunya insentif masa transisi. (Hartati et al., 2024) menunjukkan bahwa 
transaksi UMKM e-commerce membuka potensi penerimaan PPN, tetapi implementasinya 
masih terkendala oleh kesadaran pelaku usaha, penegakan hukum, dan regulasi digital. 
(Michael et al., 2025) membahas pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap kepatuhan wajib 
pajak, sedangkan (Erinda et al., 2025) menunjukkan bahwa kenaikan PPN 12% dapat 
mendorong praktik penghindaran pajak pada pelaku UMKM. (Imelda et al., 2025) juga 
relevan karena menunjukkan bahwa efektivitas sistem PPN tidak hanya ditentukan oleh tarif, 
tetapi juga oleh desain administrasi, pengawasan, dan potensi fraud. Oleh sebab itu, penelitian 
ini penting dilakukan karena berupaya menghubungkan berbagai temuan tersebut ke dalam 
satu kerangka kajian yang menempatkan UMKM sebagai pusat analisis, bukan hanya sebagai 
pihak yang disebut terdampak secara umum dalam pembahasan kebijakan fiskal. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana literatur terdahulu 
mengonstruksi dampak peningkatan tarif PPN terhadap keberlanjutan UMKM, 
mengidentifikasi dimensi utama dampak yang muncul dalam penelitian-penelitian 
sebelumnya, serta merumuskan celah penelitian yang dapat menjadi dasar pengembangan 
kajian literatur selanjutnya. Penelitian ini memiliki hubungan yang kuat dengan literatur yang 
ada karena seluruh referensi terdahulu memberikan kontribusi pada mata rantai dampak 
yang berbeda-beda, mulai dari kebijakan fiskal, daya beli, perilaku konsumen, kepatuhan 
pajak, penghindaran pajak, digitalisasi administrasi, laba usaha, hingga keberlanjutan 
UMKM. (Fathan Qoriba et al., 2026) menunjukkan bahwa respons konsumen terhadap 
kenaikan PPN dipengaruhi oleh literasi pajak dan persepsi risiko ekonomi, sehingga dampak 
terhadap UMKM tidak hanya berkaitan dengan harga, tetapi juga persepsi konsumen 
terhadap kondisi ekonomi. (Khairunnisa et al., 2023) memperlihatkan bahwa dampak pajak 
konsumsi terhadap perilaku pembelian tidak selalu seragam karena dipengaruhi oleh 
karakter produk, daya beli, dan preferensi konsumen. (Intan Sari Adipapa et al., 2025) 
memberi gambaran bahwa kenaikan tarif PPN dapat berpengaruh terhadap laba usaha, 
sehingga relevan untuk membaca kerentanan UMKM yang umumnya memiliki margin dan 
modal lebih terbatas. (Patricia Lodang Manuk et al., 2026) menempatkan reformasi PPN dalam 
kerangka keadilan pajak, kebijakan fiskal, dan efisiensi administrasi, sekaligus menyoroti 
resistensi UMKM terhadap perubahan sistem perpajakan. Berdasarkan latar belakang 
tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana literatur terdahulu 
mengonstruksi dampak peningkatan tarif PPN terhadap keberlanjutan usaha UMKM? (2) Apa 
saja dimensi utama dampak peningkatan tarif PPN terhadap UMKM yang teridentifikasi 
dalam penelitian-penelitian sebelumnya? (3) Bagaimana celah penelitian dalam literatur 
terdahulu mengenai peningkatan tarif PPN dan UMKM dapat menjadi dasar pengembangan 
kajian literatur selanjutnya? Dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan 
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dapat memberikan kontribusi akademik berupa pemetaan konseptual yang lebih utuh 
mengenai dampak peningkatan tarif PPN terhadap UMKM.  

METODOLOGI 
 

Metode penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan pendekatan 
kualitatif deskriptif, karena penelitian bertujuan mengonstruksi, memetakan, dan mensintesis 
temuan penelitian terdahulu mengenai dampak peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai 
terhadap keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Subjek atau sampel penelitian ini 
bukan responden manusia, melainkan 26 artikel jurnal nasional dan internasional yang 
relevan dengan isu peningkatan tarif PPN, UMKM, daya beli, kepatuhan pajak, penghindaran 
pajak, digitalisasi administrasi perpajakan, perilaku konsumen, dan keberlanjutan usaha. 
Artikel yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian topik dengan fokus penelitian, yaitu 
artikel yang membahas PPN 11% atau 12%, dampak kebijakan fiskal terhadap masyarakat 
atau pelaku usaha, serta artikel yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung 
dengan UMKM. Literatur yang dikaji mencakup penelitian yang menyoroti kebijakan dan 
formulasi PPN. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar telaah literatur yang 
memuat identitas artikel, tujuan penelitian, metode penelitian, objek kajian, temuan utama, 
dimensi dampak PPN, keterkaitan dengan UMKM, serta celah penelitian.  

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasi seluruh artikel 
yang telah tersedia dalam dokumen referensi, membaca abstrak dan isi utama artikel, 
mengelompokkan artikel berdasarkan tema, lalu mencatat temuan yang berhubungan dengan 
kenaikan biaya, harga jual, daya beli, omzet, laba, kepatuhan, penghindaran pajak, digitalisasi, 
dan strategi adaptasi UMKM. Metode analisis data dilakukan melalui analisis isi kualitatif 
dengan cara reduksi data, kategorisasi tema, sintesis temuan, dan penarikan kesimpulan. 
Analisis dilakukan dengan membandingkan pola temuan antarartikel untuk melihat 
bagaimana literatur terdahulu mengonstruksi dampak peningkatan tarif PPN terhadap 
UMKM sebagai dampak multidimensional, yang mencakup tekanan biaya, perubahan harga, 
penurunan daya beli, perubahan perilaku konsumen, tekanan omzet dan laba, beban 
administrasi, kepatuhan pajak, digitalisasi, dan strategi adaptasi . Selanjutnya, hasil analisis 
digunakan untuk mengidentifikasi dimensi utama dampak serta celah penelitian, terutama 
karena literatur terdahulu masih tersebar dalam tema kebijakan fiskal, inflasi, daya beli, 
perilaku konsumsi, kepatuhan pajak, e-commerce, digitalisasi, dan keberlanjutan UMKM, 
sehingga perlu disatukan dalam satu kerangka kajian yang menempatkan UMKM sebagai 
pusat analisis . 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 
Sintesis Umum Temuan Literatur  

Hasil telaah terhadap 26 artikel menunjukkan bahwa peningkatan tarif Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) dibahas sebagai kebijakan fiskal yang memiliki dampak terhadap 
penerimaan negara, harga barang dan jasa, daya beli masyarakat, kepatuhan pajak, digitalisasi 
administrasi, dan keberlanjutan UMKM. Literatur yang ditelaah memperlihatkan bahwa isu 
kenaikan PPN berkembang dari pembahasan umum tentang kebijakan fiskal menuju 
pembahasan yang lebih spesifik mengenai pelaku usaha kecil. (Aryani & Tambunan, 2022) 
serta (Agasie & Zubaedah, 2022) menempatkan kenaikan tarif PPN sebagai bagian dari 
kebijakan perpajakan untuk memperkuat penerimaan negara. (Nailis Surooya & Furqon, 
2025) menampilkan temuan bahwa kenaikan tarif PPN 12% dapat meningkatkan biaya 
produksi, menurunkan daya saing, dan menghambat keberlangsungan UMKM. (Nasution & 
Japina, 2025) menunjukkan bahwa kenaikan PPN menghadirkan tantangan bagi UMKM 
karena peningkatan biaya dan persaingan mendorong kebutuhan transformasi digital. 
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Literatur juga menunjukkan bahwa dampak PPN terhadap UMKM tidak selalu muncul secara 
langsung, tetapi dapat terjadi melalui perubahan daya beli dan perilaku konsumen. (Difa 
Fadilah et al., 2024; Hajatina & Uswatun Hasanah, 2024; Hikmayani Subur & Wahyu Muh 
Syata, 2024; Kharisma et al., 2023; Rita & Astuti, 2023) mencatat hubungan antara kenaikan 
PPN, kenaikan harga, inflasi, daya beli, dan pola konsumsi masyarakat. Secara umum, data 
utama yang ditemukan menunjukkan bahwa dampak peningkatan tarif PPN terhadap 
UMKM tersebar dalam beberapa dimensi, yaitu biaya dan harga, daya beli dan perilaku 
konsumen, omzet dan laba, kepatuhan dan penghindaran pajak, administrasi dan digitalisasi, 
serta strategi adaptasi dan keberlanjutan usaha.  
 
Dimensi Biaya, Harga, Omzet, dan Laba 

Hasil sintesis menunjukkan bahwa dimensi biaya dan harga merupakan salah satu 
temuan yang paling sering muncul dalam artikel yang ditelaah. (Nailis Surooya & Furqon, 
2025) mencatat bahwa kenaikan tarif PPN 12% berdasarkan UU HPP dapat menimbulkan 
kekhawatiran bagi UMKM karena berkaitan dengan tambahan biaya dan perubahan regulasi 
perpajakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tarif PPN dapat 
menyebabkan naiknya harga bahan baku, biaya operasional, dan harga jual produk. (Dauk et 
al., 2025) juga mencatat bahwa kenaikan tarif PPN menimbulkan pro dan kontra di kalangan 
masyarakat dan pelaku UMKM karena dianggap dapat menambah pengeluaran dan menekan 
pendapatan usaha. (Wulandari & Furqon, 2025) mencatat bahwa kenaikan tarif PPN 12% pada 
era transformasi pajak digital 2025 menimbulkan dampak ekonomi berupa kenaikan biaya 
produksi dan penurunan omzet akibat inflasi. (Intan Sari Adipapa et al., 2025) dikaitkan 
dengan temuan mengenai pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap laba usaha, meskipun objek 
penelitiannya bukan UMKM. (Hasan et al., 2026) mencatat penurunan jumlah pelanggan, nilai 
transaksi, dan volume penjualan sebagai data yang berhubungan dengan dampak kenaikan 
PPN terhadap dunia usaha. Data utama pada kelompok temuan ini memperlihatkan adanya 
hubungan antara kenaikan tarif PPN, peningkatan biaya usaha, perubahan harga jual, 
penurunan omzet, dan tekanan terhadap laba atau margin usaha . 
 
Dimensi Daya Beli dan Perilaku Konsumen 

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa dimensi daya beli dan perilaku konsumen 
muncul sebagai jalur penting dalam temuan penelitian terdahulu. (Lini Feburinta et al., 2025) 
mencatat bahwa kenaikan tarif PPN 12% dapat menekan daya beli masyarakat, terutama 
kelompok menengah ke bawah. Penelitian tersebut juga mencatat adanya kecenderungan 
penurunan konsumsi barang non-esensial. (Hasan et al., 2026) mencatat bahwa kenaikan tarif 
PPN memberikan tekanan terhadap daya beli konsumen melalui peningkatan pengeluaran 
rumah tangga, perubahan pola konsumsi, dan realokasi anggaran menuju kebutuhan pokok. 
(Dewi et al., 2025) menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% bertujuan 
memperkuat penerimaan negara, tetapi juga berpotensi menurunkan daya beli, memicu 
inflasi, dan mengganggu stabilitas ekonomi. (Acelia Arzala Manajemen Bisnis Syariah & 
Hamfara, 2025) mencatat bahwa kenaikan PPN dapat memperberat kondisi masyarakat 
berpendapatan rendah dan menengah karena pajak konsumsi berdampak pada harga barang 
dan jasa. (Fathan Qoriba et al., 2026) mencatat bahwa literasi pajak dan persepsi risiko 
ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap respons konsumen atas kenaikan PPN. 
(Khairunnisa et al., 2023) mencatat bahwa dampak pajak konsumsi terhadap keputusan 
pembelian tidak selalu seragam karena dipengaruhi oleh karakteristik barang, daya beli, 
persepsi nilai, dan kondisi sosial. 

 
Dimensi Kepatuhan, Penghindaran Pajak, Administrasi, dan Digitalisasi 

Hasil sintesis juga menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN berkaitan dengan dimensi 
kepatuhan, penghindaran pajak, administrasi, dan digitalisasi. (Michael et al., 2025) mencatat 
bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 
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pajak, terutama pada aspek persepsi terhadap beban pajak serta niat melaporkan dan 
membayar pajak secara benar dan tepat waktu. (Erinda et al., 2025) mencatat bahwa kenaikan 
PPN 12% dapat mendorong praktik penghindaran pajak pada pelaku UMKM. Temuan 
(Erinda et al., 2025) juga mencatat penurunan kepatuhan, peningkatan penghindaran, 
penggunaan faktur fiktif, dan pencatatan pendapatan rendah sebagai bentuk respons 
terhadap tekanan fiskal. (Armono et al., 2025) mencatat bahwa penagihan pajak yang efektif, 
transparan, dan akuntabel berhubungan dengan dorongan kepatuhan perpajakan pelaku 
usaha, termasuk UMKM. (Hartati et al., 2024) mencatat bahwa pemungutan PPN pada 
transaksi UMKM e-commerce menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran pelaku 
usaha, lemahnya penegakan hukum, dan belum memadainya regulasi khusus. (Kodu et al., 
2024) mencatat bahwa sistem Coretax memiliki dampak positif berupa efisiensi administrasi, 
tetapi juga menjadi tantangan bagi UMKM yang belum memiliki literasi digital dan 
perpajakan memadai. (Patricia Lodang Manuk et al., 2026) mencatat adanya isu resistensi 
UMKM terhadap reformasi PPN, terutama ketika kebijakan dipandang tidak seimbang 
dengan kemampuan usaha kecil. Dengan demikian, data utama pada dimensi ini meliputi 
kepatuhan wajib pajak, penghindaran pajak, kesadaran pajak, e-faktur, Coretax, literasi 
digital, dan kesiapan administrasi UMKM. 

 
Dimensi Strategi Adaptasi dan Keberlanjutan Usaha 

Hasil telaah terhadap artikel-artikel yang membahas UMKM menunjukkan bahwa 
strategi adaptasi menjadi salah satu data utama yang muncul dalam literatur. (Nasution & 
Japina, 2025) mencatat bahwa transformasi digital menjadi salah satu strategi penting agar 
UMKM mampu bertahan menghadapi kebijakan PPN 12%. Penelitian tersebut mencatat 
bahwa digitalisasi digunakan untuk membantu pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi, 
penghitungan kewajiban pajak, dan peningkatan efisiensi operasional. (Hasan et al., 2026) 
mencatat bahwa pelaku usaha menunjukkan kemampuan adaptasi melalui strategi promosi, 
inovasi produk, dan pemanfaatan penjualan digital. (Dauk et al., 2025) mencatat bahwa pelaku 
UMKM membutuhkan edukasi pajak dan dukungan kebijakan agar dapat memahami 
mekanisme PPN, pengecualian, serta dampak ekonominya terhadap usaha kecil. (Wulandari 
& Furqon, 2025) mencatat rekomendasi berupa subsidi teknologi, edukasi massal, dan insentif 
pajak bagi UMKM yang patuh sebagai langkah mitigasi. (Armono et al., 2025) mencatat 
rekomendasi program kompensasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan peningkatan 
sosialisasi kewajiban perpajakan kepada pelaku usaha. Pada dimensi keberlanjutan, data 
utama yang muncul meliputi daya saing, kemampuan mempertahankan harga, kemampuan 
menjaga omzet, kapasitas administrasi, literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan dukungan 
kebijakan. Hasil sintesis keseluruhan menunjukkan bahwa keberlanjutan UMKM dalam 
literatur dikaitkan dengan kemampuan usaha menghadapi tekanan biaya, perubahan 
permintaan, tuntutan administrasi digital, kepatuhan pajak, dan strategi bertahan usaha. 
 
PEMBAHASAN 
Pembahasan RQ 1: Bagaimana literatur terdahulu mengonstruksi dampak peningkatan tarif PPN 
terhadap keberlanjutan usaha UMKM? 

Literatur terdahulu mengonstruksi dampak peningkatan tarif Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) terhadap keberlanjutan UMKM sebagai persoalan yang tidak berdiri pada satu 
dimensi saja, melainkan sebagai rangkaian tekanan ekonomi, administratif, perilaku, dan 
strategis yang saling berkaitan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif 
PPN pertama-tama diposisikan oleh literatur sebagai kebijakan fiskal yang bertujuan 
memperkuat penerimaan negara, sebagaimana dijelaskan oleh (Agasie & Zubaedah, 2022; 
Aryani & Tambunan, 2022; Maulana Khisby et al., 2025). Namun, literatur yang sama juga 
memperlihatkan bahwa orientasi fiskal tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi 
terhadap harga, daya beli, dan keberlangsungan usaha kecil. (Aryani & Tambunan, 2022) 
menekankan bahwa perubahan tarif PPN diarahkan untuk memperkuat penerimaan negara, 
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tetapi kebijakan tersebut juga berpotensi meningkatkan harga dan biaya kepatuhan wajib 
pajak. (Agasie & Zubaedah, 2022) juga menempatkan kenaikan PPN sebagai kebijakan yang 
memiliki urgensi nasional, tetapi tetap menimbulkan persoalan karena beban akhirnya dapat 
dirasakan oleh konsumen akhir. Dalam konteks UMKM, konstruksi ini menjadi penting 
karena UMKM tidak hanya menghadapi perubahan tarif sebagai pelaku usaha, tetapi juga 
bergantung pada daya beli masyarakat yang terdampak oleh kenaikan harga. (Nailis Surooya 
& Furqon, 2025) menunjukkan bahwa kenaikan PPN 12% dapat menaikkan biaya produksi, 
menurunkan daya saing, serta menghambat keberlangsungan UMKM apabila tidak 
diimbangi dengan dukungan kebijakan yang memadai. (Nasution & Japina, 2025) juga 
memperlihatkan bahwa kenaikan PPN menghadirkan tantangan bagi UMKM karena 
peningkatan biaya dan persaingan mendorong kebutuhan transformasi digital serta inovasi 
agar usaha tetap kompetitif. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
literatur terdahulu mengonstruksi keberlanjutan UMKM sebagai kondisi yang dipengaruhi 
oleh kemampuan usaha kecil dalam menyesuaikan harga, menjaga omzet, mempertahankan 
laba, memenuhi kepatuhan pajak, serta beradaptasi terhadap perubahan sistem perpajakan 
dan pasar. 

Konstruksi kedua yang ditemukan adalah bahwa dampak peningkatan tarif PPN 
terhadap keberlanjutan UMKM banyak dijelaskan melalui jalur daya beli dan perilaku 
konsumen. (Kharisma et al., 2023) menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 
11% menimbulkan pro dan kontra karena masyarakat dan pelaku usaha merasa pengeluaran 
meningkat, meskipun dampaknya terhadap inflasi tidak selalu dominan dibandingkan faktor 
komoditas lain. (Rita & Astuti, 2023) menjelaskan bahwa PPN pada dasarnya dibebankan 
kepada konsumen akhir, sehingga kenaikan tarif berpotensi meningkatkan harga barang dan 
jasa serta menurunkan daya beli masyarakat(Hikmayani Subur & Wahyu Muh Syata, 2024) 
juga menunjukkan bahwa kenaikan PPN dapat meningkatkan beban pengeluaran 
masyarakat, walaupun pengaruhnya terhadap inflasi dapat bersifat jangka pendek. (Difa 
Fadilah et al., 2024) memperkuat temuan tersebut dengan menyatakan bahwa kenaikan PPN 
dapat menekan daya beli, terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah. (Hajatina & 
Uswatun Hasanah, 2024) menambahkan bahwa kenaikan PPN berpengaruh terhadap 
perilaku konsumsi dan kesejahteraan masyarakat karena konsumen akhir menjadi pihak yang 
paling merasakan kenaikan harga. Dalam kaitannya dengan UMKM, penurunan daya beli 
masyarakat dapat mengurangi permintaan terhadap produk UMKM, terutama produk non-
primer atau produk yang memiliki banyak substitusi. Ketika konsumen mengurangi 
pembelian, menunda konsumsi, atau beralih ke produk yang lebih murah, UMKM berpotensi 
mengalami penurunan omzet, perputaran modal yang lebih lambat, dan tekanan terhadap 
keberlanjutan usaha. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa literatur 
terdahulu tidak hanya mengonstruksi keberlanjutan UMKM sebagai persoalan internal usaha, 
tetapi juga sebagai akibat dari perubahan perilaku konsumen yang dipicu oleh kenaikan harga 
akibat peningkatan tarif PPN. 

Konstruksi ketiga menunjukkan bahwa keberlanjutan UMKM dipahami melalui 
mekanisme biaya produksi, harga jual, dan margin keuntungan(Nailis Surooya & Furqon, 
2025) menjelaskan bahwa kenaikan PPN 12% dapat menyebabkan naiknya harga bahan baku, 
biaya operasional, dan harga jual produk, sehingga menurunkan daya saing UMKM di pasar. 
Dalam posisi tersebut, UMKM menghadapi dilema antara menaikkan harga jual untuk 
menutup kenaikan biaya atau mempertahankan harga agar tidak kehilangan pelanggan. 
Apabila harga jual dinaikkan, konsumen yang sensitif terhadap harga dapat berpindah ke 
produk substitusi yang lebih murah. Sebaliknya, apabila harga tidak dinaikkan, UMKM harus 
menanggung sebagian beban biaya sehingga margin keuntungan menjadi lebih kecil. (Dauk 
et al., 2025) menunjukkan bahwa kenaikan PPN menimbulkan pro dan kontra di kalangan 
pelaku UMKM karena dianggap dapat menambah pengeluaran dan menekan pendapatan 
usaha. (Intan Sari Adipapa et al., 2025), meskipun objeknya bukan UMKM, menunjukkan 
bahwa kenaikan tarif PPN dapat berpengaruh signifikan terhadap laba usaha, sehingga dapat 
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digunakan sebagai pembanding bahwa perubahan tarif pajak berpotensi memengaruhi 
kinerja keuangan pelaku usaha. Dalam konteks UMKM, dampak terhadap laba dapat menjadi 
lebih serius karena UMKM umumnya memiliki cadangan modal, kapasitas pembiayaan, dan 
ruang efisiensi yang lebih terbatas dibandingkan perusahaan besar. Oleh karena itu, hasil 
penelitian ini memperlihatkan bahwa literatur terdahulu mengonstruksi peningkatan tarif 
PPN sebagai tekanan yang dapat mengganggu stabilitas usaha melalui penurunan margin, 
penurunan daya saing, dan melemahnya kemampuan UMKM untuk mempertahankan 
kelangsungan usaha. 

Konstruksi keempat adalah bahwa peningkatan tarif PPN terhadap UMKM tidak 
hanya dibaca sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan administratif dan 
digital. (Nasution & Japina, 2025) menekankan bahwa transformasi digital menjadi salah satu 
strategi penting agar UMKM mampu bertahan menghadapi kebijakan PPN 12%. (Wulandari 
& Furqon, 2025) menunjukkan bahwa kenaikan PPN 12% pada era transformasi pajak digital 
tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan 
administratif karena sistem Coretax dan e-faktur menuntut literasi digital dari pelaku UMKM. 
(Hartati et al., 2024) membahas transaksi UMKM e-commerce dan menunjukkan bahwa 
perkembangan transaksi digital membuka peluang penerimaan PPN, tetapi implementasinya 
masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran pelaku usaha, lemahnya 
penegakan hukum, dan belum memadainya regulasi khusus. (Kodu et al., 2024) juga 
menunjukkan bahwa Coretax dapat mendukung efisiensi administrasi, tetapi bagi UMKM 
sistem tersebut dapat menjadi tantangan apabila pelaku usaha belum memiliki literasi digital 
dan perpajakan yang memadai. (Patricia Lodang Manuk et al., 2026) menempatkan reformasi 
PPN dalam kerangka keadilan pajak, kebijakan fiskal, dan efisiensi administrasi, tetapi 
sekaligus menyoroti resistensi UMKM terhadap perubahan sistem perpajakan. Temuan ini 
memperlihatkan bahwa keberlanjutan UMKM dalam literatur tidak hanya ditentukan oleh 
kemampuan menjual produk, tetapi juga oleh kemampuan memenuhi pencatatan, pelaporan, 
dan tuntutan sistem pajak digital. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa 
literatur terdahulu mengonstruksi dampak peningkatan tarif PPN sebagai tekanan ganda, 
yaitu tekanan pasar melalui biaya dan daya beli, serta tekanan administrasi melalui kepatuhan 
dan digitalisasi. 
 
Pembahasan RQ 2: Apa saja dimensi utama dampak peningkatan tarif PPN terhadap UMKM yang 
teridentifikasi dalam penelitian-penelitian sebelumnya? 

Dimensi utama pertama yang teridentifikasi adalah dimensi biaya usaha, harga jual, 
omzet, dan laba. Dimensi ini terlihat dalam penelitian (Dauk et al., 2025; Hasan et al., 2026; 
Nailis Surooya & Furqon, 2025; Wulandari & Furqon, 2025). Pada dimensi ini, kenaikan tarif 
PPN dipahami sebagai faktor yang dapat menaikkan harga bahan baku, meningkatkan biaya 
operasional, mendorong penyesuaian harga jual, menurunkan margin keuntungan, dan 
memperlemah daya saing produk UMKM. (Nailis Surooya & Furqon, 2025) menekankan 
bahwa kenaikan PPN 12% dapat menimbulkan peningkatan biaya produksi dan penurunan 
daya saing. (Dauk et al., 2025) menunjukkan bahwa pelaku UMKM memandang kenaikan 
PPN sebagai kebijakan yang dapat menambah pengeluaran dan menekan pendapatan usaha. 
(Wulandari & Furqon, 2025) menunjukkan bahwa kenaikan PPN 12% pada era transformasi 
pajak digital berkaitan dengan kenaikan biaya produksi dan penurunan omzet akibat inflasi. 
(Hasan et al., 2026) menunjukkan bahwa kenaikan PPN dapat berdampak pada penurunan 
pelanggan, nilai transaksi, dan volume penjualan. (Intan Sari Adipapa et al., 2025) 
memperlihatkan bahwa kenaikan tarif PPN berhubungan dengan laba usaha, sehingga 
temuan tersebut memperkuat pemahaman bahwa perubahan tarif pajak dapat memengaruhi 
kinerja finansial pelaku usaha. Dimensi ini penting karena keberlanjutan UMKM sangat 
bergantung pada kemampuan mempertahankan arus kas, margin laba, dan stabilitas 
penjualan di tengah perubahan harga dan biaya. 
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Dimensi utama kedua adalah dimensi daya beli masyarakat dan perilaku konsumen. 
Dimensi ini muncul dalam penelitian (Acelia Arzala Manajemen Bisnis Syariah & Hamfara, 
2025; Dewi et al., 2025; Difa Fadilah et al., 2024; Fathan Qoriba et al., 2026; Hajatina & Uswatun 
Hasanah, 2024; Hasan et al., 2026; Hikmayani Subur & Wahyu Muh Syata, 2024; Khairunnisa 
et al., 2023; Kharisma et al., 2023; Lini Feburinta et al., 2025; Rita & Astuti, 2023). Literatur 
tersebut menunjukkan bahwa kenaikan PPN dapat meningkatkan harga barang dan jasa, 
menurunkan daya beli, mengubah perilaku konsumsi, dan mendorong konsumen untuk lebih 
selektif dalam membelanjakan pendapatan. (Lini Feburinta et al., 2025) mencatat bahwa 
kenaikan PPN 12% dapat menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke 
bawah, dan mendorong penurunan konsumsi barang non-esensial. (Hasan et al., 2026) 
menunjukkan bahwa kenaikan PPN meningkatkan pengeluaran rumah tangga, mengubah 
pola konsumsi, dan mendorong realokasi anggaran menuju kebutuhan pokok. (Dewi et al., 
2025) menunjukkan bahwa kenaikan PPN bertujuan memperkuat penerimaan negara, tetapi 
berpotensi menurunkan daya beli, memicu inflasi, dan mengganggu stabilitas ekonomi. 
(Acelia Arzala Manajemen Bisnis Syariah & Hamfara, 2025) menunjukkan bahwa kenaikan 
PPN dapat memperberat masyarakat berpendapatan rendah dan menengah karena pajak 
konsumsi berdampak langsung pada harga barang dan jasa. (Fathan Qoriba et al., 2026) 
menambahkan bahwa respons konsumen terhadap kenaikan PPN dipengaruhi oleh literasi 
pajak dan persepsi risiko ekonomi, sedangkan (Khairunnisa et al., 2023) menunjukkan bahwa 
dampak pajak konsumsi terhadap keputusan pembelian tidak selalu seragam karena 
dipengaruhi karakteristik barang, daya beli, persepsi nilai, dan kondisi sosial. Dimensi ini 
penting karena UMKM sangat bergantung pada permintaan pasar lokal, sehingga perubahan 
perilaku konsumen dapat langsung berdampak pada penjualan dan keberlanjutan usaha. 

Dimensi utama ketiga adalah dimensi kepatuhan pajak, penghindaran pajak, dan 
persepsi terhadap beban fiskal. (Michael et al., 2025) menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN 
menjadi 12% berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama pada aspek 
persepsi terhadap beban pajak dan niat untuk melaporkan serta membayar pajak secara benar 
dan tepat waktu. Namun, penelitian tersebut juga mengakui bahwa kepatuhan tidak hanya 
ditentukan oleh tarif, tetapi juga oleh pelayanan fiskus, kesadaran pajak, dan kondisi ekonomi. 
(Erinda et al., 2025) memberikan temuan yang lebih kritis karena menunjukkan bahwa 
kenaikan PPN 12% dapat mendorong praktik penghindaran pajak pada pelaku UMKM. 
Dalam penelitian tersebut, kenaikan PPN dikaitkan dengan penurunan kepatuhan dari 70% 
menjadi 55%, peningkatan penghindaran hingga 25%, penggunaan faktur fiktif sebesar 15%, 
dan pencatatan pendapatan rendah sebesar 10%. Temuan ini memperlihatkan bahwa tekanan 
fiskal tidak hanya menghasilkan konsekuensi ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi 
perilaku pelaku usaha dalam pelaporan dan pencatatan pajak. (Armono et al., 2025) 
menunjukkan bahwa penagihan pajak yang transparan dan akuntabel dapat mendorong 
kepatuhan UMKM, sementara (Patricia Lodang Manuk et al., 2026) menyoroti resistensi 
UMKM terhadap reformasi PPN karena persoalan keadilan vertikal dan sifat regresif pajak 
konsumsi. Dengan demikian, dimensi kepatuhan dan penghindaran pajak memperlihatkan 
bahwa keberlanjutan UMKM tidak hanya berhubungan dengan kemampuan ekonomi, tetapi 
juga dengan persepsi keadilan, literasi pajak, kepercayaan, dan kompleksitas administrasi. 
Dimensi ini penting karena kebijakan PPN yang tidak disertai edukasi, insentif, dan 
administrasi ramah UMKM dapat mendorong pelaku usaha masuk ke pola ketidakpatuhan 
atau informalitas. 

Dimensi utama keempat adalah dimensi administrasi perpajakan dan digitalisasi. 
(Nasution & Japina, 2025) menunjukkan bahwa transformasi digital menjadi salah satu 
strategi adaptasi UMKM dalam menghadapi kenaikan PPN. (Hartati et al., 2024) 
menunjukkan bahwa transaksi UMKM e-commerce menciptakan peluang penerimaan PPN, 
tetapi pemungutannya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran pelaku 
usaha, lemahnya penegakan hukum, dan belum memadainya regulasi digital. (Wulandari & 
Furqon, 2025) menekankan bahwa sistem Coretax dan e-faktur menuntut literasi digital yang 
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belum merata di kalangan UMKM. (Kodu et al., 2024) menunjukkan bahwa Coretax dapat 
menjadi sarana efisiensi administrasi, tetapi juga menjadi tantangan apabila UMKM belum 
memiliki literasi digital dan perpajakan yang memadai. (Patricia Lodang Manuk et al., 2026) 
membahas digitalisasi e-Faktur sebagai bagian dari reformasi PPN setelah 2025 yang dapat 
meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi tetap memunculkan resistensi UMKM. Dimensi 
ini menunjukkan bahwa peningkatan tarif PPN tidak bisa dipisahkan dari perubahan sistem 
pemajakan yang semakin terdigitalisasi. Bagi UMKM, digitalisasi dapat menjadi sarana 
efisiensi pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan kewajiban pajak, tetapi juga dapat menjadi 
beban tambahan bagi usaha yang belum memiliki akses teknologi, perangkat administrasi, 
atau literasi digital yang memadai. Oleh karena itu, dimensi digitalisasi memperluas 
pembahasan dari sekadar dampak ekonomi menuju kesiapan kelembagaan dan kapasitas 
adaptif pelaku usaha kecil. 

Dimensi utama kelima adalah dimensi strategi adaptasi dan keberlanjutan usaha. 
(Hasan et al., 2026) menunjukkan bahwa pelaku usaha dapat merespons tekanan daya beli 
melalui strategi promosi, inovasi produk, dan pemanfaatan penjualan digital. Nasution dan 
Japina (2025) memandang transformasi digital sebagai strategi agar UMKM mampu bertahan 
menghadapi kenaikan PPN 12%. (Dauk et al., 2025) menunjukkan bahwa pelaku UMKM 
membutuhkan edukasi pajak dan dukungan kebijakan agar dapat memahami mekanisme 
PPN dan dampaknya terhadap usaha kecil. (Wulandari & Furqon, 2025) merekomendasikan 
subsidi teknologi, edukasi massal, dan insentif pajak bagi UMKM yang patuh. (Armono et al., 
2025) merekomendasikan kompensasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan 
peningkatan sosialisasi kewajiban perpajakan kepada pelaku usaha. (Patricia Lodang Manuk 
et al., 2026) bahkan menyoroti perlunya insentif PPN 0% bagi UMKM selama masa transisi 
sebagai bentuk perlakuan kebijakan khusus bagi kelompok usaha kecil. Dimensi ini 
menunjukkan bahwa keberlanjutan UMKM dalam literatur tidak hanya dilihat dari sisi 
dampak negatif, tetapi juga dari kemampuan UMKM dan pemerintah dalam membangun 
respons adaptif. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa strategi 
adaptasi merupakan bagian penting dari konstruksi dampak, karena dampak PPN terhadap 
UMKM sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh pelaku usaha memiliki kemampuan 
menyesuaikan harga, mengelola biaya, memanfaatkan kanal digital, memahami kewajiban 
pajak, dan memperoleh dukungan kebijakan. 
 
Pembahasan RQ 3: Bagaimana celah penelitian dalam literatur terdahulu mengenai peningkatan tarif 
PPN dan UMKM dapat menjadi dasar pengembangan kajian literatur selanjutnya? 

Celah penelitian pertama yang ditemukan adalah masih terbatasnya kajian yang 
mengintegrasikan seluruh jalur dampak peningkatan tarif PPN terhadap UMKM dalam satu 
kerangka analisis. Literatur terdahulu banyak membahas dampak PPN terhadap masyarakat 
secara umum, terutama melalui variabel daya beli, inflasi, konsumsi, kesejahteraan, 
kemiskinan, dan stabilitas ekonomi. Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum 
menjadikan pengalaman langsung UMKM sebagai pusat analisis. Penelitian yang membahas 
daya beli seperti (Difa Fadilah et al., 2024; Fentiana Alfitriyeni & Vaulana Rhodhiska 
Wulandari, 2025; Hajatina & Uswatun Hasanah, 2024; Hanasi et al., 2026; Hikmayani Subur & 
Wahyu Muh Syata, 2024; Lamsah, 2025; Purnama Sari et al., 2025; Rita & Astuti, 2023) relevan 
karena penurunan daya beli dapat menekan permintaan produk UMKM. Akan tetapi, 
penelitian-penelitian tersebut belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana pelaku UMKM 
merespons tekanan tersebut dalam bentuk penyesuaian harga, pengurangan margin, efisiensi 
biaya, perubahan pemasok, strategi promosi, atau peralihan ke kanal digital. Di sisi lain, 
penelitian yang lebih dekat dengan UMKM, seperti (Armono et al., 2025; Dauk et al., 2025; 
Hanasi et al., 2026; Kodu et al., 2024; Nailis Surooya & Furqon, 2025; Nasution & Japina, 2025; 
Wulandari & Furqon, 2025), masih banyak menggunakan studi literatur atau pendekatan 
konseptual. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian 
yang lebih terfokus pada pengalaman aktual UMKM dalam menghadapi peningkatan tarif 
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PPN. Dengan demikian, celah ini menjadi dasar bahwa kajian literatur berikutnya perlu 
menyusun kerangka yang menghubungkan biaya usaha, permintaan konsumen, kepatuhan 
pajak, digitalisasi administrasi, dan strategi bertahan dalam satu model konseptual yang utuh. 

Celah penelitian kedua adalah belum banyak kajian yang menempatkan UMKM 
sebagai pelaku yang mengalami dampak ganda, yaitu dampak pasar dan dampak 
administrasi pajak. Dari sisi pasar, kenaikan PPN dapat menekan daya beli konsumen 
sehingga permintaan terhadap produk UMKM menurun, sebagaimana terlihat dalam 
penelitian (Acelia Arzala Manajemen Bisnis Syariah & Hamfara, 2025; Dewi et al., 2025; Fathan 
Qoriba et al., 2026; Hasan et al., 2026; Lini Feburinta et al., 2025). (Hasan et al., 2026) 
memberikan gambaran bahwa kenaikan PPN 12% meningkatkan pengeluaran rumah tangga, 
mendorong konsumen beralih ke produk yang lebih murah, dan menyebabkan UMKM 
mengalami penurunan pelanggan, nilai transaksi, serta volume penjualan. Dari sisi 
administrasi, UMKM menghadapi tuntutan pencatatan, pelaporan, e-faktur, Coretax, dan 
kepatuhan yang lebih kompleks, sebagaimana dibahas oleh (Hartati et al., 2024; Kodu et al., 
2024; Patricia Lodang Manuk et al., 2026; Wulandari & Furqon, 2025). Namun, keterkaitan 
antara tekanan pasar dan tekanan administrasi tersebut belum banyak dikaji secara terpadu. 
Padahal, UMKM yang sedang mengalami penurunan penjualan juga dapat menghadapi 
kesulitan memenuhi kewajiban administrasi pajak karena keterbatasan sumber daya dan 
kapasitas keuangan. Dengan demikian, kenaikan PPN bukan hanya menimbulkan persoalan 
harga, tetapi juga persoalan kepatuhan, pencatatan, risiko informalitas, dan kesiapan sistem. 
Celah ini dapat menjadi dasar bagi kajian berikutnya untuk menelaah UMKM sebagai pelaku 
yang berada di dua ruang sekaligus, yaitu sebagai penjual di pasar dan sebagai subjek pajak 
dalam sistem administrasi modern. 

Celah penelitian ketiga berkaitan dengan kepatuhan dan perilaku penghindaran pajak 
UMKM. (Michael et al., 2025) telah menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi konteks penelitiannya berada pada 
wilayah dan institusi pajak tertentu. (Erinda et al., 2025) memberikan kontribusi penting 
karena secara langsung meneliti pengaruh kenaikan PPN 12% terhadap praktik penghindaran 
pajak pada pelaku UMKM, termasuk temuan mengenai penurunan kepatuhan dan 
peningkatan penghindaran pajak. Namun, penelitian lanjutan masih diperlukan untuk 
memahami faktor-faktor yang membuat sebagian UMKM tetap patuh, sementara sebagian 
lainnya terdorong melakukan penghindaran. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup literasi 
pajak, persepsi keadilan, kepercayaan terhadap pemerintah, tingkat omzet, sektor usaha, 
akses digital, dan pengalaman berinteraksi dengan otoritas pajak. (Armono et al., 2025) 
menunjukkan bahwa penagihan pajak yang transparan dan akuntabel dapat mendorong 
kepatuhan UMKM, tetapi kajian tersebut belum menggali pengalaman empiris UMKM secara 
langsung. (Patricia Lodang Manuk et al., 2026) juga menunjukkan adanya resistensi UMKM 
terhadap reformasi PPN karena sifat regresif pajak konsumsi dan risiko ketidakadilan vertikal. 
Dengan demikian, celah penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kajian 
yang menghubungkan dampak ekonomi kenaikan PPN dengan dampak perilaku perpajakan. 
Kajian lanjutan perlu melihat bahwa kepatuhan UMKM bukan hanya persoalan aturan 
formal, tetapi juga dipengaruhi oleh beban ekonomi, kapasitas administrasi, keadilan pajak, 
dan manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha. 

Celah penelitian keempat adalah masih terbatasnya kajian yang membedakan dampak 
peningkatan tarif PPN berdasarkan karakteristik sektor, jenis produk, wilayah, dan segmen 
konsumen UMKM. (Khairunnisa et al., 2023) menunjukkan bahwa dampak pajak konsumsi 
terhadap perilaku pembelian tidak selalu seragam karena dipengaruhi oleh karakter produk, 
gengsi, kebutuhan modern, dan pola pembelian. (Purnama Sari et al., 2025) juga menunjukkan 
bahwa dampak PPN dapat berbeda antarwilayah, terutama pada masyarakat daerah dengan 
daya beli rendah dan biaya distribusi tinggi. Dalam konteks UMKM, perbedaan jenis produk 
dan segmen pasar dapat membuat dampak PPN tidak sama antara UMKM makanan, pakaian, 
jasa, produk kreatif, kebutuhan pokok, dan barang non-primer. UMKM yang menjual barang 
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kebutuhan pokok mungkin menghadapi pola permintaan yang berbeda dari UMKM yang 
menjual barang dengan banyak substitusi. UMKM yang beroperasi di wilayah dengan daya 
beli rendah juga dapat mengalami tekanan lebih besar dibandingkan UMKM yang berada di 
pasar dengan daya beli lebih kuat. Literatur terdahulu telah memberikan indikasi mengenai 
variasi dampak tersebut, tetapi belum banyak menyusun pemetaan sistematis tentang kondisi 
apa yang membuat dampak PPN menjadi lebih kuat atau lebih lemah pada UMKM. Oleh 
karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian yang lebih rinci dengan 
membedakan sektor usaha, karakter produk, skala usaha, wilayah, segmen konsumen, dan 
kesiapan digital. Celah ini penting karena kebijakan mitigasi bagi UMKM tidak dapat disusun 
secara seragam apabila dampak PPN berbeda menurut karakteristik usaha dan pasar. 
 
Signifikansi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini penting karena menunjukkan bahwa dampak peningkatan tarif 
PPN terhadap UMKM tidak dapat dijelaskan secara sederhana sebagai “biaya naik” atau 
“harga naik”. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dampak PPN terhadap UMKM 
merupakan proses berantai yang melibatkan kebijakan fiskal, harga input, harga output, daya 
beli konsumen, perilaku konsumsi, omzet, margin laba, kepatuhan pajak, digitalisasi 
administrasi, dan strategi adaptasi usaha. Signifikansi utama penelitian ini terletak pada 
kemampuannya menyatukan berbagai kelompok literatur yang sebelumnya cenderung 
terpisah. Kelompok pertama membahas PPN sebagai kebijakan fiskal dan penerimaan negara. 
Kelompok kedua membahas PPN sebagai faktor yang memengaruhi daya beli, inflasi, 
konsumsi, dan kesejahteraan masyarakat. Kelompok ketiga membahas UMKM, digitalisasi, 
Coretax, e-faktur, dan administrasi perpajakan. Kelompok keempat membahas kepatuhan, 
penghindaran pajak, persepsi beban pajak, dan keadilan fiskal. Dengan menghubungkan 
seluruh kelompok tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM berada di titik 
pertemuan antara negara, pasar, dan konsumen. Karena itu, hasil penelitian ini penting untuk 
memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan PPN tidak cukup hanya dinilai dari potensi 
peningkatan penerimaan negara, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keberlanjutan 
usaha kecil yang menjadi bagian penting dari struktur perekonomian. 

Signifikansi berikutnya adalah bahwa hasil penelitian ini memperluas cara memahami 
keberlanjutan UMKM dalam kajian perpajakan. Keberlanjutan UMKM tidak hanya dipahami 
sebagai kemampuan bertahan secara finansial, tetapi juga sebagai kemampuan untuk 
menyesuaikan harga, menjaga pelanggan, mengelola margin, memenuhi kewajiban 
administrasi, memahami sistem digital, dan mempertahankan kepatuhan pajak. Dalam 
literatur yang ditelaah, UMKM diposisikan sebagai kelompok yang rentan karena memiliki 
keterbatasan modal, literasi pajak, teknologi, sumber daya manusia, dan kemampuan 
administrasi. Keterbatasan tersebut membuat kenaikan PPN berpotensi menimbulkan 
tekanan yang lebih besar dibandingkan pada perusahaan besar. Penelitian ini menjadi penting 
karena menggabungkan tekanan ekonomi dan tekanan administratif sebagai dua sisi yang 
sama-sama memengaruhi keberlanjutan UMKM. Apabila hanya aspek ekonomi yang dibahas, 
maka risiko kepatuhan, penghindaran pajak, dan digitalisasi akan terabaikan. Sebaliknya, 
apabila hanya aspek administrasi pajak yang dibahas, maka penurunan daya beli, penurunan 
omzet, dan tekanan margin tidak akan terlihat secara utuh. Dengan demikian, hasil penelitian 
ini signifikan karena membangun pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hubungan 
antara kebijakan PPN dan keberlanjutan UMKM. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil literature review terhadap 26 artikel jurnal nasional dan 
internasional, penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) terhadap keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dikonstruksi 
dalam literatur sebagai persoalan multidimensional. Dampak peningkatan tarif PPN tidak 
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hanya muncul dalam bentuk kenaikan beban pajak, tetapi juga berkaitan dengan kenaikan 
biaya produksi, perubahan harga jual, penurunan daya beli konsumen, perubahan perilaku 
konsumsi, penurunan omzet, tekanan terhadap laba, beban administrasi, kepatuhan pajak, 
penghindaran pajak, digitalisasi perpajakan, dan strategi adaptasi usaha. Temuan utama 
penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM berada pada posisi rentan karena berhadapan 
dengan dua tekanan sekaligus, yaitu tekanan pasar dan tekanan administratif. Tekanan pasar 
muncul ketika kenaikan PPN mendorong kenaikan harga barang dan jasa, sehingga daya beli 
konsumen menurun dan permintaan terhadap produk UMKM ikut terdampak. Tekanan 
administratif muncul ketika pelaku UMKM harus menyesuaikan diri dengan kewajiban 
pencatatan, pelaporan, e-faktur, Coretax, dan sistem perpajakan digital yang membutuhkan 
literasi pajak serta kesiapan teknologi. Dengan demikian, keberlanjutan UMKM dalam 
konteks peningkatan tarif PPN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan usaha 
mempertahankan penjualan, tetapi juga oleh kemampuan beradaptasi terhadap perubahan 
regulasi, sistem administrasi, dan perilaku konsumen. 

Kontribusi penelitian ini terhadap bidang keilmuan terletak pada penyusunan 
pemetaan konseptual yang mengintegrasikan berbagai dimensi dampak peningkatan tarif 
PPN terhadap UMKM dalam satu kerangka kajian. Penelitian terdahulu cenderung 
membahas kenaikan PPN secara terpisah, misalnya dari sisi kebijakan fiskal, daya beli 
masyarakat, inflasi, kepatuhan pajak, penghindaran pajak, digitalisasi, atau keberlanjutan 
usaha. Penelitian ini menyatukan berbagai arah pembahasan tersebut sehingga memberikan 
gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana peningkatan tarif PPN memengaruhi UMKM 
secara langsung maupun tidak langsung. Dalam bidang perpajakan, penelitian ini 
berkontribusi dengan menunjukkan bahwa kebijakan PPN perlu dianalisis tidak hanya dari 
sisi penerimaan negara, tetapi juga dari sisi dampaknya terhadap pelaku ekonomi kecil. 
Dalam bidang kajian UMKM, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa keberlanjutan 
usaha kecil sangat berkaitan dengan kebijakan fiskal, daya beli konsumen, dan kesiapan 
administrasi digital. Dalam bidang kebijakan publik, penelitian ini menegaskan pentingnya 
keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan perlindungan sektor usaha kecil. Oleh 
karena itu, penelitian ini dapat menjadi dasar konseptual bagi kajian lanjutan yang ingin 
meneliti hubungan antara kenaikan PPN, daya tahan UMKM, kepatuhan pajak, dan 
transformasi digital. 

Saran untuk penelitian di masa depan adalah agar kajian mengenai peningkatan tarif 
PPN terhadap UMKM dilakukan dengan pendekatan yang lebih empiris dan sistematis. 
Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode systematic literature review agar proses 
pemilihan, penyaringan, dan analisis artikel dapat dilakukan dengan protokol yang lebih 
ketat dan transparan. Selain itu, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk menguji 
pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap omzet, laba, harga jual, kepatuhan pajak, dan strategi 
adaptasi UMKM. Penelitian kualitatif juga penting dilakukan melalui wawancara mendalam 
dengan pelaku UMKM agar pengalaman langsung mereka dalam menghadapi kenaikan PPN 
dapat dipahami secara lebih detail. Penelitian berikutnya juga disarankan untuk membedakan 
dampak PPN berdasarkan sektor usaha, skala usaha, wilayah, jenis produk, segmen 
konsumen, dan tingkat kesiapan digital UMKM. Dengan demikian, penelitian masa depan 
dapat menghasilkan temuan yang lebih spesifik dan aplikatif bagi perumusan kebijakan PPN 
yang lebih adil, adaptif, dan ramah terhadap keberlanjutan UMKM. 
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